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PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

PIAGAM AUDIT INTERN

INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG

l Audit intern adarah kegiatan yang independen dan obyektrf daram bentuk pemberan
keyakinan (assu/.ance activites) dan konsultansi (cotlsutt tg acttvttqs) yang dtrancang
untur( memberi nirai tambah dan meningkatkan operasional sebirah organrsa st ,\audt\
Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapal tujuannya dengan cara
menggunakan pendekatan yang srstematis dan teratur unruk menrlar dan meningkatKan
efektivitas dari proses manajemen risiko. kontrol (pengenoattan) dan tata kelola (sektor
oublic)

2 Inspektorat Kabupaten Badung adarah Aparat pengawasan Intern pemerrntah (Aprp)
yang dibentuk dengan tugas meraksanakan audit rntern cr iingkungan pemerrnran
Kabupaten Badung.

3 lnspektorat Kabupaten Badung memirikr kewenantgan untuk mengakses seruruh
informasr' sistem intormasi, cataLn, dokumentasi. aser. dan personir pada instansr/ unrt
kerja/ satuan kerja di ringkungan pemerintah Kabupaten Baoung yang drperrukan
sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsr audit Intern sena
kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran ptagam Int

4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2oog pasar 4 antara rarn menyatakan banwa
Pimpinan Instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lrngkungan
Pengendalian yang baik metalui l

.1) Penegakan integritas dan nilai etika.

2) Komitmen terhadap kompetensr

3) Kepemimpinan yang kondusif .

4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
6) Penyusunan dan penerapan kebrakan yang sehat tentang pembrnaan sumber daya

manusia:

7) Mewujudkan peran Aplp yang efektif,
8) Hubungan kerja yang batk dengan Insfansj pemerintah terkaii.



Penlelasan atas piagarn pengawasan jnterr, inr sebagalmana rercantum caiar"
rampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan da, pragam inl

Piagam Pengawasan lntern mulai berlaku se1ak tanggai ditetapKan oan apabrla
diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin
keselarasan dengan praktik-praktik terbark di bidang Audit lntern. perubanan irngkungan
organtsasi' dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsr pemerintah
Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi pemerintah Kabupaten Badung untuk
mengevaluasi kegiatan lnspektorat Kabupaten Badung
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Lampiran Piagani pengawasan rlterr)
Pemerrntah Kabupaten Badung
Nomor 70012901 itnspektorat/2O17
Tanggal 6 Oktober 20'17

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

1. PENDAHULUAN

a. Piagam Audit Intern {lnternal Audtl Charter) r'nerupakan dol(umen for,nat yang

menyatakan tujuan wewenang, dan tanggung jawab kegratan audrt rnier.n oteh Aoarat
Pengawasan lntern pemerintah

b Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan Komttmen darr oara o€fi1doQkl;
kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsr auorr ,ntern aras
penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerrntah Kabupaten Baoung

c Aparat Pengawasan lntern Pemerrntah (APIP) adalah rnstansi pemerrntan yang drbentux
dengan tugas melaksanakan pengawasan rntern di lingKungan pemerintah Daerah
yaitu Inspektorat Kabupaten Badung.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG
a lnspektorat Kabupaten Badung merupakan unit kerla yang dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya berada dan bertanggung lawab tangsung kepada Bupati Badung
melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Badung. 

I
b Struktur dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Badung acjalah sebagai berikut

1) Struktur organisasr Inspektorat Kabupaten Badung dibentuk sesuar dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 tahun 2016 tentang pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Badung Nomor 7g tahun
2016 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi serta Tata Kerla
Perangkat Daerah.

2\ Inspektorat Kabupaten Badung dipimpin oleh seorang lnspektur sebagar Kepaia
Unrt APtP dan bertanggung jawab kepada Bupati Badung.

3) lnspektur Kabupaten Badung diangkat dan diberhentikan oteh pelabat pembrna

kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan

dan pemberhentian pNS

4l Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD bertanggung lawab secara langsung
kepada Inspektur Kabupaten Badung

c Peran Inspektorat adalah memberikan penilaian yang rndependen dan oblektrf daiarn
rangka membantu organisasi untuk mencapai tuluan dan memperbarKr operasr dan
mengembangkan manajemen kebrah yang lebih baik. Inspektorat daoar menradr contoh
(role model) bagi perubahan ke arah yang lebih baik

O
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3. VISI DAN MISi KABUPATEN BADUNG
a. Vist Kabupaten Badung adaiah Mennantapkan at af, oen bangunaf Baoung

berrandaskan Tr Hita Karana menulu masyarakat yang Malu Damar dan Selahterab Untuk mewujudkan visi tersebut diiaksanakan 9 (sembiran) Mis, dan inspektcrat
Kabupaten Badung mengampu mis' Ke-3 yaitu : Memantapkan Tata Kero;a pemerrntahan
dengan Menerapkan prinsip Good Governance dan C/ean Goverment

4. TUGAS POKOK DAN FUNGS' INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG
Tugas pokok Inspeklorat Kabupaten Badung adalah membantu Bupatimelakukan pembinaan dan pengawasan peraksanaan urusan pemerrntahan yang men,adlkewenangan daerah dan tugas pembantuan oreh perangkat Daerah Kabupaten Badung

Supaya Aparat pengawasan lntern pemerintah metaksanakan tugas pokoknya
dengan efektif. harus menjalankan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasj pengawasan
b' Peraksanaan pengawasan internar terhadap kiner,a dan keuangan merarur audit (krnerra

ketaatan/kepatuhan, operasional dan tujuan tedentu/, revru, evaruasi pemantauan cankeglatan pengawasan lainnya

c Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan,
e. Pelaksanaan administrasr lnspektorat: dan
f Pelaksanaan fungsi rain yang diberikan oreh Bupatr ,terkait dengan tugas pokoK danfungsinya. I

Adapun peran Inspektdtat Badung daram mewujudkan Goo, Governance danClean Goverment adalah

a Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan. kehematan efisaensr oan
efektivitas pencapatan tu,uan penyerenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah;b Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivatas mana,emen risiko oarampenyelenggaraan tugas dan fungsr Instansi pemerjntah. dan

c Memerihara dan meningkatkan kualitas tata keroia penyerenggaraan tugas dan fr..rngsr
Instansi pemerintah.

KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG
untuk dapat memenuhi tuJuan dan ringkup pengawasan intern secara memadai,

Inspektorat Kabupaten Badung memiliki kewenangan untuk:
a. Mengakses seluruh informast sistem inrormasr. catatan dokun entasi. asei, danpersonrr yang diperrukan sehubungan dengan peraksanaan fungsi pengawasan intern

t



MeiaKrkar r.iol]tuojKOS| Seca;"a i6figs;rrg ,jengai ,)ejabai paca >al.jan KerJa yang

'nen,adr 
obyek pengawasan oan pegavrai iarn yang diperrukar: iaiam rangka

pelakSanaan pengawasan.

Memiliki wewenang unluk menyampaikan iaporan oan melakukan xonsurtasr dengan
Bupati dan berkoordinasr dengan pimprnan iainnya
Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegratan Auditor Eksrernai
Mengalokasikan sumber daya lnspektorat Kabupaten Baoung serta menerapKan
frekuensi. objek. dan lingkup pengawasan rntern
Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhr lujuen pengawasan Intern
dan

Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang drper-lukan bark yang
berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten tsadung oaram r.angKa
pelaksanaan fungsi pengawasan intern
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6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG
Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan Interir

Badung bertanggung jawab untuk:
a. Secara terus menerus mengembangxan

P2UPD kualitas proses pengawasan. dan
kepada standar audit yang berlaku;

tnspektorat Kabupaten

dan nnenrngkatkan profesronalisme audrtor
kualitas hasil pengawasan dengan mengacu

t

b' Menyusun' mengembangkan, dan melaksanakan program Kerla pengawasan Tahunan(PKPT) yang berbasis manajemen risiko khususnya darbm har penentuan skara prioritas
dengan sasaran audit, untuk daqat menilai 3E yaitu trngkat ekonomrs efrsiensi danefektivitas dari proses brsnis yang dijarankan perangkat Daerah dan memberikanrayanan Advisory service dengan mempertimbangkan ketersedraan sumber dayapengawasan:

c Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan seh,ngga dapatmenyelenggarakan fungsi pengawasan rntern secara optrmal:
Melakukan pemantauan tindak laniut hastl pengawasan. dan
Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan taporan berkala aktivrtas peiaksanaan
fungsi pengawasan rntern kepada Bupatr

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN NSPEKTORAT KABUPATEN
BADUNG

Tujuan penyelenggaraan pengawasan rntern oleh Inspekto;.at Kabupaten
Badung adalah untuk rnemberikan nilar tambah bagr pencaparan tujuan dan sasaran yartua' Meningkatnya ketaatan kehematan. efisiensi dan efektivitas pencaparan tuluan dansasaran penyerenggaraan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten Baduno.

A

e.



I i\4enlngkainya efektrvitas il-ranajenrer-r .rsrkc salan_r penvelenggar.aar fJgas dan fungsPemenntah Kabupaten Badung, dan
c Meningkatnya tata kerora penyerenggaraan tugas dan fungsr

Badung yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi
(KKN)

Untuk dapat mencapai tuluan fungsr pengawasan intern tersebut di atas rnakaIrngkup pengawasan rnspektorat Kabupaten Badung paring Kurang merrputra Audit kinerja atas peyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintan Kabuparen Badungyang mencakup Audit kinerla atas pengelolaan keuangan negara oan Audit kinerjaatas peraksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Badungb Reviu atas penyerenggaraan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten Badung s€p€ft,revtu atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung, reviu perencanaan danpenganggaran dan reviu atas laporan akuntabrlitas kinerla pemerintah KabupatenBadung:

Evaluasi atas penyerenggaraan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten Badungsepertr evaruasi atas sistem pengendarian Intern pemerrntah (sprp) evaruasr ataspenerapan sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi pemerrntah (sAKlp) dan evaruasi ataspenggunaan Dana Dekonsentrasi / Tugas pembantuan
Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensr, sosralisasr dankonsurtasi terhadap penyerenggaraan tugas dan fungsr pemerrnrah KabupatenBadung: dan

Audit dengan tujuan tertentu atas penyerenggaraan rtugas dan fungsi peme'ntah
Kabupaten Badung. t

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDTT APIP
Piagam Pengawasan lntern mensyaratkan bahwa Auditor dan p2upD dalammelaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada standar pengawasan danKode Etik sebagaimana dtatur dalam Kode Etik Aprp dan standar pengawasan Aprp yangdrterbitkan oreh Asosiasi Audrtor Intern pemerrntah (AArpr)

PERSYARATAN AUDITOR, DAN P2UPD YANG DUDUI( DALAM
persyaratan auditor dan p2UpD yang duduk dalam

meliputr

a' Memenuhi sertifikasi Auditor/P2UPD dan persyaratan teknrs rainnya sesuai peraturanperundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor/ p2upD
b Memiliki lntegritas dan perilaku yang profesionai. rndependen JUJur dan obyektif darampelaksanaan tugasnya:

Pemerrntah Kabupaten

Koiusr. dan Nepotlsnne

L
UNIT APIP

Unlt APlp pating kurang

o

t
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ivlen':;itkt pengetahuan iiar: rgngSr6n^:3ii i-:ie,-,Eer;;i rexi;s ceirgawesa-: gar cis;ptrn ;;rularn yang relevan dengan brdang rugasnya
Wajib mematuhi kode etik dan standar auort Aptp
wajib menjaga kerahasiaan informasr terkait cengan peraksanaan iugas dan tanggung
iawab pengawasan intern Kecuait '3iwalrbkan berdasarkan peraturan perun<rang-
undangan;

Memahami prinsip-prlnsjp rata kelola organrsasr yang bark oan manajemen rrsiko: danBersedia meningkatkan pengetahuan keahlian dan kemampuan profesionarismenya
secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDTTOR/ P2UPDa Auditor/p'UpD tidak boreh terribat iangsung meraksanakan operasionai
yang diawasi atau terribat daram kegratan rain yang dapat mengganggu
Audilor/p2UpD

b Auditor/P2UpD tidak boreh merangkap jabatan sebagai pelabat Srr-LrKrrr.3;

kegiata-

penrlaran

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDTNASI

Untuk mewujudkan efektrvitas dan efrsrensr peraksanaan fungsr pengawasan
intern' lnspektorat Kabupaten Badung perru meniarin kerjasama dan koordrnasr dengansatuan kerja/ auditi' Aparat Penegak Hukum (ApH). Kementerian pendayagunaan
Aparatur Negara dan pihak terkart lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berraku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintdh

i
A. INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG DAN PERANGKAT OAERAH

1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan rnter-n maka hubungan antara
Inspektorat Kabupaten Badung dengan Perangkat Daerah adalah hubungan
kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsurtan dengan penerima
Jasa.

2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan
Perangkat Daerah harus memberixan dan
dengan ruang lingkup penugasan

3) Perangkat Daerah harus menindaklanjuti setiap rekomendast pengawasan yang
diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Badung dan meiaporkan tindak ranlut
Deserta status atas setiap rekomendasr pengawasan xepada Inspektorat
Kabupaten Badung sesuai dengan prosedur yang berlaku

pengawasan maupun konsultasi).
menyalikan rnformasr yang reievan



D. TNSPEKTORAT KABUPATE|| BADUNG

DAN RB SERTA KEMENTERIAN DALAM

1) inspektorat Kabupaten Badung harus

OAN KEMENTERIAN NEGARA PAN

NEGERI

menggunakan kebljakan dan peraturan-

2\

peraturan dr bidang pengawasan yang oikeluarkan oleh Kementerian Negara
PAN dan RB dalam menentukan arah kebijakaf lan r:rcgran: pengawasan
Inspektorat Kabupaten Badung.

Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasj pengawasan (Rakcrwas) yang
diselenggarakan oleh Kementerran Negara pAN dan RB guna penyamaan
persepsi mengenar kebijakan pengawasan iasrcnal. srnergr pengawasaj-
nasronat, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan
Koordinasi pelaporan. baik yang bersifat iaporan pe.odik maupun raporan hasrr
pengawasan

lnspektorat Kabupaten Badung menggunakan peraturan-peraturan dr btdang
Jabatan Fungsronal P2UPD yang dikeluarkan oleh Kementenan Dalarn Neoef
selaku Instansi pembina Jabatan Fungsionai p2UpD

INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG DAN APARAT PENGAWASAN
EKSTERN
'1) Inspektorat Kabupaten Badung menJadi mttra penoamplng bagr aparat

pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan baik sebagar penyedia
data/informasi maupun sebagar mitra satuan kerja paoa saat pembahasan
temuan audit I

2) Inspektorat Kabupater\ Badung dapat berkoordrnasr oengan aparal
pengawasan ekstern untuk mengurangt duplikasr dengan itngKup penugasan
Inspektorat Apl p pusauDaerah.

3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasr audrt yang disamparkan
aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagt jnspektorat

Kabupaten Badung terhadap penyelenggaran tugas dan fungsj instansi.
4) Inspektorat Kabupaten Badung menyampaikan laporan nasrt pengawasan

kepada BPK-RI sebagaimana diwalibkan Undang_Undang No 15 Tahun 2004

INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG DAN BPKP
1) Inspektorat Kabupaten Badung menjadi mrtra ke.ja gpKp selaku pembrna

penyerenggaraan SPlp dalam rangka membangun dan meningkatkan
p€ngendalian intern oemerintah yang meliputi

a) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan Splp
b) Sosialisasi SPIP

c) Pendidikan dan pelatihan Sptp

3)

4)

d.



u; Pen"lbin-:Oinga, JAi-j (OR$urta*:, Sp;; ;a;
e) Peningkatan Kompetensr Audrtor aparat pengawasan rritern pemerrntah

2) Inspektorat Kabupaten Badung menggunakan peratui-an-peraruran dr brdang
Jabatan Fungsronal Auditor yang diketuarxan oren gpKp setaku Instans,
Pembina Jabatan Fungsional Auditor

3) lnspektorat Kabupaten Badung men1acji mrtra BpKp seraku pemorna caran"
rangka membangun dan meningkatkan kapabilitas APiP rnspeKroral Kabupaten
Badung menuju tevel 3 (tiga)

E' INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPST {KPK)
lnspektorat Kabupaten Badung telah membuat komitmen denqan KpK melaiu,
beberapa kegratan antara laln :

1 Sosialisasr pengendalian Gratifikasi

2' Penandatanganan Komitmen pencegahan Te.ntegrasi
3' Pernyataan Komitmen penerapan pengendahan Gratifikasi
4. TOT Tunas Integritas

5. Bimtek pengendalian Gratifikasi

6 Konsolidasi program TOT Trngkat Nasronat

7. Piroting pembangunan Integritas Berbasis Keruarga
8. pengisian LHKPN.

t

12. PENILAIAN BERKALA t

a' Pimpinan Unit APIP secara berkala harus menrtar apakah tu;uan. wewenang, dan
tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Inr tetap memadar datam keqiatan
pengawasan intern sehrngga dapat mencapat tujuannya

b. Hasil penilaran secara berkala harus dilaporkan kepada Bupatr Badung
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13. PENUTUP

Pragam Pengawasan rntern murar berraku sejak tanggar drtetapkan dan apabrra dipe.uKan
maka akan dilakukan perubahan dan/atatr penyempurnaan guna menjamin keselarasan
dengan praktrk-praktik terbaik di bidang pengawasan perubahan irngkungan organrsasr
dan perkembangan praktik-praktik penyerenggaraan tugas dan fungsr pemerintah

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 6 Oktober 2012

GIRI PRASTA


